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MENTERI NEGARA
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

KEPALA BAPPENAS

KEPUTUSAN

MENTTRI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

IGPAI-A BADAN PERENCANAAN PEMBANGT]NAN NASIONAL

NOMOR: KEP. 1884 /M.YPN/O5/2OOi

lTNTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN MENIERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGT]NAN

NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOK KEP.

OO1A,/M.PTN,/O112005 TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENANDATANGAN DIPA,
PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PqJABAT PENGETUARAN ANGGARAN, PqJABAT

TENGUJIAN DAN TERINTAH PEMBAYARAN (PENERBIT SPM), BENDAHARA PENGELUARAN
ANGGARAN KANTOR MENITRI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN

NASIONAL/BADAN PERXNCANAAN PEMBANGTINAN NASIONAL

TAHI.]N ANGGARAN 2OO5

MENTTRI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

ICPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kelancaran pengelolaan dan

penatausahaan progtam pada satuan ke{a di Kementerian Pertncanaan

pembangman nasionaT/Bappenas, maka dipandang perlu untuk

menggantikan satu oran8 Pejabat Pengeluaran AnSsaran yang telah

ditunjuk dalam penugasan lain;

b. bahwa nama yan1 tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap

mampu dan cakzp mengganti Pejabat Pengeluaran An1saran lama dan

untuk diserahi tugas sebagai Pejabat Pengeluarun Anqgfia,n;

MenginSat 7. lJndang-undanS Nomor 77 Tahtm 2OO3 tentangKeuangan Negala;

2. Undang-tndang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentan9 Perbendaharuan

Negara;

3. lJndang-undanS Nomor 36 Tahun 2OO4 tentan9 AnESLtan Pendapatan

dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2OO5;
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4. Keputusan Prcsiden Nomor 42 Tahun 2OOS tentang pelaksanaan

Anggaran Pendapatan Pendapatan Belanja Negara;

5. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2OO3
Pengadaan Barangfi asa Instansi pemerintah;

tentang Pedoman

Menetapkan :

6. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2OO7 tentang Kedudukan,
Tuga.s, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Ke4a
l*mbaga Pemerintah Non Departeme n *.bagaimana telah beberupa
kali diubah terakhir dengan Keputusan presiden Nomor g Tahun 2OO4;

7. Keputusan Presiden Nomor 187lM Tanggal 20 Oktober Tahvn ZOO4
yang menetapkan Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu dan
Pengangkatan Menteri Negara dalam Kabinet Indonesia Bersatu;

8. Keputusan Menteri Negara perencanaan pembangunan
Nasional/Kepala Badan perencan aan pembangunan Nasional Nomor
KEP.223 / M.Pn:l / 12/2OO4 tentang pedoman penlrusunan Anggaran
Biaya lGjian Dan Evaluasi Kebijakan perencanaan pembangunan di
Lingkungan Kementrian percncanaan pembangunan Nasional/Badan
P erencar.aan Pembangunan Nasional ;

9. Keputusan Menteri Negara perencanaan pembangtnan
Nasional/Kepala Badan perencanaan pembangunan Nasional Nomor
KEP.22SIM.PPN / 12/ 2OO4 tentang pedoman penyusunan Anggaran
Biaya Kegiatan Koordinasi perencanaan pembangunan, pemantauan
Pelaksanaan Program pembangunan,, dan penyusuna n Database
pembangunan di Lingkungan Kementrian percncanaan pembangunan

Nasional/Badan Perencanaan pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MENTERI MGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL/KEPAIA BADAN PEPJNCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
TEMANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENITRI NEGARA
PERENCANAAN PEMBANGTJNAN NASIONAI,/KEPAI.A BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOK KEP.
OO1A/M.P?N,/01/2005 TENTANG PENGANGKATAN PIJABAT
PINANDATANGAN DIPA, ryABAT PENGELUARAN ANGGARAN, Pq.JABAT
PENGITIAN DAN PERINTAH PEMBAYARAN EqJABAT PENERBIT SPM),
BENDAHARA PNNGELUAXAN ANGGARAN PADA KANTOR MENTERI
NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2OO5 .

PERTAMA:...
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PERTAMA

KETIGA

MenSganti Pejabat Pengeluatan Ang&aran Deputi Bidang Otonomi
Daeruh dan Pengembangan Regional sebagaimana ditetapkan dalam

Keputusan Menteri Negara ?erencanaan Pembangunan Nasional/Kepala

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor: KEP.

0O IAIM.PPN/O 7/2OOS tentang Pejabat PenandatanSan DIPA, Pejabat

Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pengeluaran Anggaran, Pejabat

Pengujian dan Perintah Pembayaran (Penerbit SPM), Bendahara

Pengeluaran AnSSaran Kantor Menteri Negara PerEncanaan

Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Tahun Anggaran 2OO5, dengan Pejabat Pengeluaran Anggaran Deputi
Bidang Otonomi Daerah dan Pengembangan Regional bant sebagaimana

tercantum dalam I.ampiran Keputusan ini.

kbagai tanda pengesahan dalam Lampiran II keputusan ini
dicantumkan tandatangan serta paraf pejabat bersangkutan dengan
ketentuan bahwa tandatangan serta paruf tid^k sah apabila tidak sesuai

dengan yang tercantum dalam lampir:an II keputusan ini;

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila
dikemudian han terdapat kekeliruan dalam Keputus an ini akan
diadakan perbalkan dan Wrubah^n sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Padatanggal t7 Mei 2005

MENIERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAI,/

KEPAI.A BADAN PERENCANAAN PEMBANGTJNAN NASIONAL,-zrta

1,\

DR SRI MUTYANI INDRAWATI

SALINAN Keoutusan ini sampaikan kepada Yth.:
1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2 . Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
3. Direktur Jenderal Anggaran, Departemen Keuanganl
4. Kepala Kanto r Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta III;
5. Inspektur Utama, Kantor Meneg. PPN/Bappenas;

6. Yang bersangkutan untuk dapat diperyunakan xbagaimana mestinya.

KEDUA :



I.A.MPIRAN I

KEPUTUSANMENTERI NEGARA PPN/

KEPAI.A BAPPENAS

NOMOR : KDP.188a1M.PPN/O5/2OO1

TANGGAL : 17 Mei 2005

PXNGGANTI PqJABAT PENGELUARAN ANGGARAN

DEruTI BIDANG OTONOMI DAERAH DAN PENGEMBANGAN REGIONAI,

KANTOR MENTERI NEGARA PERXNCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,/

BADAN PERENCANAAN PEMBANGTJNAN NASIONAL

TAHI.]N ANGGARAN 2OO5

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

KEPAI"A, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAI,,'7v7r

DR SRI MI.]LYANI INDPAWATI

No Nama UKI I

1 Zulfakar, S. Kom

MP. 350 000 733

Gol.lll/ a

Pejabat Pengeluaran Anggaran Deputi Bidang

Otonomi Daerah dan Pengembangan Regional



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTtrRI NEGARA PPN/

KEPALA BAPPENAS

NOMOR : KEP. 188A/M.PPN/05/2005

TANGGAL : 17 Mei 2OO5

SPESIMENTANDA TANGAN DAN PARAF

PENGGANN PqJABAT PENGELUARAN ANGGARAN

DEruTI BIDANG OTONOMI DAERAH DAN PXNGEMBANGAN RXGIONAL

KANTOR MENTTRI MGARA PERENCANAAN PEMBANGI]NAN NASIONAL/

BADAN PXRENCANAAN PEMBANGI.JNAN NASIONAL

TAHI]N ANGGARAN 2OO5

MENTERI NEGARA PEBJNCANAAN PEMBANGTJNAN NASIONAI/
KEPAIJ. BADAN PERENCANAAN PEMBANGIJNAN NASIONAL,

du-a

DR SRI MI]LYANI INDRAWATI

No Nama TandaTangarr Paml

1 Zulfakar, S. Kom

NrP. 350 000 733

GoLlll/ a "ft e#b-
q/p


